
5. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kendari sangat  

dimanfaatkan 100% dapat diartikan sangat optimal baik pada fasilitas pokok, fasilitas 

fungsional maupun fasilitas penunjang. Artinya PPS Kendari ini telah berperan dalam 

rangka menunjang usaha motorisasi serta pengembangan ekonomi perikanan  secara  

menyeluruh  terutama  menunjang  perkembangan  industri  perikanan  baik  hulu  

maupun  hilir, sehingga diharapkan akan tercapai pemanfaatan sumberdaya perikanan  

yang  seimbang,  merata dan proposional.  

5.2 Saran  

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang persepsi, peran dan pengaruh  

terhadap sosial ekonomi masyarakat  Sulawesi Tenggara  terutama  masyarakat 

Kelurahan  Puday Kecamatan  Abeli, Kota Kendari   
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